KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR: 1479 /HK.03.1-Kpt/51/Prov/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
- GUBERNUR BALI TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

a.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan dari
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali
Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Republlik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
o109

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5246);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan . . .
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Memperhatikan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
818);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
Nomor 1053/Kpts/KPU-Prov-016/TAHUN 2017
tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun
2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
Nomor 1054 /Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali Nomor 1477 /PL.03.2-
BA/31/Prov/IX/2017 Tanggal 10 September 2017
Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilu/Pemilihan Terakhir, Penetapan
Persyaratan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan serta Persyaratan Pencalonan untuk
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali
Tahun 2018;

MEMUTUSKAN . . .
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BALI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN
2018.
Persyaratan Pencalonan berdasarkan perolehan kursi
minimum adalah = 55 (lima puluh lima) jumlah kursi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali
x 20% (dua puluh persen) = 11 (sebelas) kursi.
Persyaratan Pencalonan berdasarkan perolehan suara
sah minimum adalah = 2.129.028 (dua juta seratus
dua puluh sembilan ribu dua puluh delapan) suara
sah Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 x 25%
(dua puluh lima persen) = 532.257 (lima ratus tiga
puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara
sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

_~INengah Sudiarta

~....Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,
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